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ABSTRAK 

Mediasi merupakan salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) yang semakin mendapat 

perhatian dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis mediasi 

secara konseptual dan praktis, dengan menekankan pada landasan filosofis, prinsip dasar, serta efektivitas 

penerapannya dalam sistem hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-

yuridis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta hasil 

penelitian terdahulu yang relevan. Secara konseptual, mediasi mencerminkan prinsip keadilan korektif, 

kesetaraan, musyawarah, dan konsensus sebagaimana dipaparkan dalam pemikiran filsuf klasik hingga 

kontemporer, termasuk Aristoteles, Rawls, dan Habermas. Mediasi dipandang lebih humanis dibandingkan 

litigasi karena memberi ruang partisipatif bagi para pihak untuk menentukan solusi bersama. Secara praktis, 

mediasi telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, serta telah diterapkan dalam sengketa perdata, bisnis, keluarga, 

hubungan industrial, dan lingkungan hidup. Meskipun menghadapi tantangan berupa rendahnya pemahaman 

masyarakat, kualitas mediator yang belum merata, serta resistensi praktisi hukum, mediasi tetap menunjukkan 

efektivitas dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan berkeadilan. Temuan ini 

menegaskan pentingnya memperkuat mediasi sebagai instrumen hukum yang tidak hanya menyelesaikan 

sengketa, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan merefleksikan nilai-nilai budaya Indonesia. 

Kata Kunci: mediasi, penyelesaian sengketa, keadilan, filsafat hukum, ADR 

 
ABSTRACT 
Mediation is a form of Alternative Dispute Resolution (ADR) that has received increasing attention in modern 

legal systems, including Indonesia. This article aims to analyze mediation from both conceptual and practical 

perspectives, with particular emphasis on its philosophical foundations, fundamental principles, and 

effectiveness within the legal system. This study employs a qualitative approach using a normative-juridical 

method through a literature review of laws and regulations, academic literature, and relevant previous 

research. Conceptually, mediation reflects the principles of corrective justice, equality, deliberation, and 

consensus, as articulated in the philosophical thought of classical and contemporary scholars, including 

Aristotle, Rawls, and Habermas. Mediation is considered more humanistic than litigation because it provides 

the parties with participatory space to determine mutually acceptable solutions. Practically, mediation has 

gained legal legitimacy through Law Number 30 of 1999 and Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 

and has been implemented in civil, business, family, industrial relations, and environmental disputes. Despite 

challenges, including limited public understanding, uneven mediator competence, and resistance among legal 

practitioners, mediation continues to demonstrate its effectiveness in facilitating dispute resolution that is 

expeditious, cost-effective, and equitable. These findings underscore the importance of strengthening 
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mediation as a legal instrument that not only resolves disputes but also preserves social harmony and reflects 

Indonesian cultural values. 

Keywords: Mediation, Dispute Resolution, Justice, Legal Philosophy, Alternative Dispute Resolution (ADR). 

PENDAHULUAN 

Sengketa merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, maupun bernegara. Perbedaan kepentingan, kebutuhan, serta persepsi kerap memunculkan konflik 

berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial dan melemahkan fungsi hukum sebagai sarana menjaga ketertiban. 

Ketimpangan akses terhadap berbagai sumber daya hukum dapat memperparah ketegangan sosial; oleh karena 

itu, pemahaman yang komprehensif tentang konteks lokal sangat penting bagi penyelesaian konflik dan stabilitas 

sosial (Al-Hakim, 2023). Pentingnya keterlibatan informal dan dialog antar pemangku kepentingan sebagai sarana 

untuk mencapai resolusi yang adil dan selaras dengan kebutuhan masyarakat (Kerebungu et al., 2022), yang tidak 

hanya menangani aspek hukum tetapi juga aspek emosional dari konflik (Tolera, 2024). Integrasi pertimbangan 

moral ke dalam praktik hukum dapat menjembatani kesenjangan antara penegakan hukum dan harapan 

masyarakat (Li, 2024). Tantangan yang ditimbulkan oleh konflik kepentingan memerlukan pendekatan yang 

bernuansa terhadap resolusi konflik dan reformasi hukum (Kurniawan et al., 2023). Selama ini, pengadilan 

seringkali dipandang sebagai jalan utama penyelesaian sengketa. Namun, mekanisme litigasi memiliki 

keterbatasan: prosesnya panjang, biayanya tinggi, bersifat adversarial, serta kerap menghasilkan putusan yang 

tidak sepenuhnya memuaskan para pihak. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan pendekatan alternatif yang lebih 

efisien, inklusif, dan mampu menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. 

Dalam konteks tersebut, mediasi hadir sebagai salah satu mekanisme utama dalam Alternative Dispute 

Resolution (ADR). Menurut Edmon, mediasi mencakup berbagai metode yang bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa secara damai melalui bantuan pihak ketiga yang netral (Edmon, 2024). Proses ini dapat secara signifikan 

mengurangi kesalahpahaman dan mendorong pendekatan kooperatif, yang dapat sangat bermanfaat dalam situasi 

yang sarat emosi (Lau, 2022). Mediator memainkan peran krusial dalam mengidentifikasi kebutuhan dan 

kekhawatiran unik masing-masing pihak yang terlibat, sehingga menyesuaikan proses mediasi untuk 

meningkatkan efektivitasnya (Trinkūnienė & Trinkūnas, 2022). Sifat mediasi juga menekankan pentingnya 

partisipasi sukarela dan kerahasiaan, yang esensial untuk menciptakan lingkungan yang aman di mana para pihak 

lebih mungkin mengungkapkan kekhawatiran mereka yang tulus (Sherman & Momani, 2024). Kemampuan 

adaptasi mediasi membuatnya sangat berguna untuk berbagai jenis sengketa, termasuk konflik perdata, bisnis, dan 

interpersonal (Suryana et al., 2023). Mediasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan dan hubungan antara 

pihak-pihak yang berkonflik, mendorong lingkungan yang lebih kolaboratif, dan mengurangi kemungkinan 

sengketa di masa mendatang (He et al., 2023). Semakin pentingnya mediasi di platform global, di mana 

kemampuannya untuk memberikan resolusi damai bagi isu-isu internasional yang rumit dapat meningkatkan 

stabilitas (Zhomartkyzy, 2023). Resolusi konflik kolaboratif dapat secara efektif mengatasi permasalahan bersama 

yang berdampak pada beragam pemangku kepentingan (Sulistianingsih et al., 2023). Mediasi berperan sebagai 

mekanisme penting dalam lanskap ADR, yang mendorong komunikasi yang efektif, meningkatkan hubungan 

masyarakat, dan menyediakan solusi inovatif. Kapasitasnya untuk memfasilitasi dialog sukarela dan rahasia 

membedakannya dari metode resolusi konflik tradisional, menjadikannya alat vital untuk mencapai resolusi yang 

adil dan berkelanjutan dalam berbagai konteks konflik. 

Secara konseptual, mediasi memiliki landasan filosofis yang kuat, yakni menjadikan keadilan sebagai 

proses partisipatif, bukan sekadar hasil keputusan sepihak. Mediasi juga merefleksikan nilai-nilai musyawarah, 

gotong royong, dan perdamaian yang dalam konteks Indonesia selaras dengan budaya hukum masyarakat serta 

prinsip-prinsip Pancasila. Sementara itu, secara praktis, mediasi telah banyak diadopsi dalam berbagai bidang, 

mulai dari sengketa perdata, hubungan industrial, bisnis, keluarga, hingga lingkungan hidup. Penerapan mediasi 
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juga telah diatur dalam sistem hukum positif Indonesia, baik melalui peraturan Mahkamah Agung maupun 

regulasi khusus di berbagai bidang hukum. Meskipun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai 

tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme ini, resistensi dari 

sebagian praktisi hukum yang masih berorientasi pada litigasi, serta persoalan kualitas mediator yang belum 

merata. Oleh karena itu, kajian akademik mengenai mediasi perlu dilakukan secara lebih komprehensif, baik dari 

sisi konseptual maupun praktis, untuk memperkuat perannya sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa 

yang efektif. 

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mediasi dalam dua dimensi utama. Pertama, secara konseptual, 

artikel ini menelaah dasar filosofis, karakteristik, dan prinsip-prinsip yang mendasari mediasi sebagai bagian dari 

filsafat hukum dan sistem ADR. Kedua, secara praktis, artikel ini mengkaji efektivitas penerapan mediasi dalam 

konteks hukum Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, diharapkan 

tulisan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum sekaligus memperkuat praktik 

mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih humanis, adil, dan berkelanjutan. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-yuridis. Pemilihan metode ini 

didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menelaah mediasi tidak hanya sebagai praktik hukum, tetapi juga 

sebagai konsep filosofis dan normatif dalam kerangka Alternative Dispute Resolution (ADR). Dengan demikian, 

fokus penelitian diarahkan pada penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, 

serta pandangan para ahli, untuk kemudian dihubungkan dengan realitas penerapan mediasi dalam penyelesaian 

sengketa. 

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

undangan yang secara langsung mengatur tentang mediasi, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, 

artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas teori maupun praktik mediasi. Untuk memperkaya 

analisis, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, yang 

berfungsi memberikan pemahaman tambahan mengenai konsep-konsep kunci. 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur hukum, filsafat hukum, serta publikasi 

ilmiah yang relevan dengan isu mediasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis 

kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan secara bertahap: pertama, peneliti melakukan reduksi data dengan memilih 

literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Kedua, data yang terpilih disusun ke dalam kerangka konseptual, 

yaitu analisis filosofis mengenai prinsip mediasi, analisis normatif mengenai landasan hukum mediasi, serta 

analisis praktis mengenai efektivitas implementasi mediasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang 

bersifat interpretatif, dengan menekankan keterkaitan antara teori, norma hukum, dan praktik di lapangan. 

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang utuh mengenai mediasi, 

baik dari sisi konseptual maupun praktis. Hasilnya diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman akademis 

tentang mediasi, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan mediasi sebagai mekanisme 

penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai mediasi sebagai mekanisme 

alternatif penyelesaian sengketa, baik dari perspektif konseptual maupun praktik di Indonesia. Penyajian dalam 
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bentuk tabel bertujuan memudahkan pembaca memahami temuan secara ringkas dan komprehensif, sekaligus 

menyoroti keterkaitan antara prinsip filosofis, penerapan hukum, serta efektivitas mediasi di lapangan. Tabel 1 

merangkum temuan utama penelitian, mencakup tiga aspek utama: analisis konseptual, implementasi praktis 

dalam sistem hukum Indonesia, dan efektivitas serta kendala yang dihadapi. Setiap aspek dianalisis untuk 

menunjukkan bagaimana landasan filosofis mediasi diterjemahkan ke dalam praktik, serta bagaimana mediasi 

dapat menjadi mekanisme yang efektif dan humanis dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa dan menyoroti 

tantangan dan peluang pengembangan mediasi ke depan. 

Tabel 1. Gambaran mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa 

Aspek Analisis Temuan Utama Contoh / Implementasi Catatan / Kendala 

Analisis 

Konseptual 

Mediasi berakar pada keadilan 

korektif (Aristoteles) dan 

keadilan sebagai kesetaraan 

posisi (Rawls). Dialog etis 

menjadi fondasi kesepakatan 

(Habermas). 

Mediator membantu pihak 

bersengketa menemukan titik 

temu yang adil tanpa 

merugikan salah satu pihak 

secara berlebihan. 

Menekankan prinsip 

kesukarelaan, 

kerahasiaan, netralitas, 

dan konsensus. 

Analisis Praktis 

– Legalitas 

Mediasi diakui oleh UU No. 30 

Tahun 1999 dan Perma No. 1 

Tahun 2016. 

Mediasi wajib dilakukan 

sebelum perkara perdata 

diperiksa di pengadilan. 

Legalitas jelas, tetapi 

implementasi masih 

bervariasi di daerah. 

Analisis Praktis 

– Bidang 

Penerapan 

Diterapkan pada sengketa 

perdata, keluarga, hubungan 

industrial, pertanahan, dan 

lingkungan hidup. 

Mediasi keluarga menjaga 

hubungan emosional; mediasi 

bisnis menjaga hubungan kerja 

sama jangka panjang. 

Masih ada resistensi pihak 

advokat dan pengadilan 

yang mengutamakan 

litigasi. 

Efektivitas & 

Kendala 

Mediasi cepat, murah, dan 

memuaskan para pihak. 

Beberapa kasus berbasis 

kearifan lokal (musyawarah 

adat) berhasil menyelesaikan 

sengketa. 

Kendala: rendahnya 

literasi masyarakat, 

kualitas mediator belum 

merata, resistensi terhadap 

mekanisme mediasi. 

Sintesis 

Konseptual dan 

Praktis 

Mediasi bukan hanya 

mekanisme teknis, tetapi 

mencerminkan keadilan 

substantif dan pemulihan 

hubungan sosial. 

Partisipasi aktif para pihak dan 

dialog etis menjadi keunggulan 

mediasi dibanding litigasi. 

Prospek pengembangan 

mediasi di Indonesia 

masih besar jika kendala 

dapat diatasi. 

 

Dalam praktiknya, mediasi telah mendapatkan legitimasi dalam sistem hukum Indonesia. Sejak 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

mediasi diakui sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penguatan posisi mediasi 

semakin nyata dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata di pengadilan untuk terlebih dahulu menempuh 

proses mediasi sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Penerapan mediasi di Indonesia mencakup 

berbagai bidang, antara lain sengketa perdata umum, hubungan industrial, perkawinan, pertanahan, hingga 

lingkungan hidup. Misalnya, dalam sengketa keluarga, mediasi seringkali menjadi solusi yang lebih baik karena 

tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan hubungan 
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emosional antar anggota keluarga. Di sektor bisnis, mediasi dinilai lebih efisien karena mampu menjaga hubungan 

kerja sama jangka panjang antar pelaku usaha. 

Namun demikian, efektivitas mediasi di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, masih 

rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat mediasi, sehingga banyak pihak yang lebih 

memilih jalur litigasi. Kedua, kualitas mediator yang belum merata, baik dari segi kapasitas maupun 

profesionalitas, menyebabkan hasil mediasi tidak selalu optimal. Ketiga, resistensi dari sebagian advokat dan 

pihak pengadilan yang masih berorientasi pada penyelesaian sengketa melalui putusan hukum formal. Meski 

demikian, terdapat kecenderungan positif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa mediasi dapat menyelesaikan 

sengketa dengan cepat, murah, dan memuaskan para pihak. Di beberapa daerah, pendekatan mediasi berbasis 

kearifan lokal seperti musyawarah adat bahkan masih berjalan efektif dan diakui oleh masyarakat. Hal ini 

membuktikan bahwa mediasi selaras dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah 

mufakat sebagai jalan penyelesaian konflik. 

Analisis konseptual dan praktis menunjukkan bahwa mediasi tidak sekadar instrumen teknis dalam 

penyelesaian sengketa, melainkan juga memiliki landasan filosofis yang kokoh. Dari perspektif keadilan, mediasi 

menekankan partisipasi, dialog, dan kesetaraan yang lebih sulit diwujudkan dalam sistem litigasi. Dalam praktik 

hukum Indonesia, meskipun masih terdapat berbagai kendala implementasi, mediasi tetap memiliki prospek besar 

untuk dikembangkan lebih luas. Dengan demikian, mediasi dapat diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian 

sengketa yang tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga mampu mencerminkan nilai keadilan substantif 

dan menjaga hubungan sosial di tengah masyarakat. 

Tabel 2. Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Indonesia, 2023–2025 

Tahun Perkara 

Mediasi 

Berhasil Tidak Berhasil Tidak Dapat 

Dilaksanakan 

Tingkat 

Keberhasilan 

2023 104.510 26.739 52.877 22.792 25,59% 

2024 103.153 29.552 45.813 24.871 28,65% 

2025 88.365 39.520 44.129 2.289 44,72% 

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023, 2024, 2025 
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Grafik 1 

 

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023, 2024, 2025 

Pembahasan mengenai mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa tidak cukup hanya dilihat dari 

perspektif normatif-yuridis, tetapi perlu diperkuat dengan kondisi empiris pelaksanaannya di lingkungan peradilan 

Indonesia. Data Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa mediasi telah 

menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, meskipun tingkat 

keberhasilannya mengalami dinamika dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 104.510 perkara yang menjalani proses mediasi di Pengadilan Negeri 

dan Pengadilan Agama. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26.739 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi. 

Dengan demikian, tingkat keberhasilan mediasi secara nasional mencapai sekitar 25,59%. Pada lingkungan 

Pengadilan Negeri terdapat 41.198 perkara mediasi dengan 1.509 perkara berhasil, sedangkan pada Pengadilan 

Agama terdapat 63.312 perkara mediasi dengan 25.230 perkara berhasil. Data tersebut menunjukkan adanya 

perbedaan yang cukup besar antara keberhasilan mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. 

Pada tahun 2024, jumlah perkara yang menjalani mediasi tercatat sebanyak 103.153 perkara. Dari jumlah 

tersebut, 29.552 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi atau sekitar 28,65%. Pada Pengadilan Negeri, 

tingkat keberhasilan mediasi tercatat sebesar 4,08%, sedangkan pada Pengadilan Agama mencapai 47,06%. 

Dengan demikian, meskipun jumlah perkara yang dimediasi pada 2024 sedikit lebih rendah dibandingkan 2023, 

jumlah dan persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi justru mengalami peningkatan. 

Perkembangan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2025. Mahkamah Agung mencatat sebanyak 88.365 

perkara menjalani proses mediasi, dengan 39.520 perkara berhasil diselesaikan. Tingkat keberhasilan mediasi 

secara nasional mencapai 44,72%. Pada Pengadilan Negeri, keberhasilan mediasi mencapai 5,76%, sedangkan 
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pada Pengadilan Agama mencapai 59,78%. Mahkamah Agung mencatat bahwa tingkat keberhasilan mediasi 

nasional meningkat secara relatif sebesar 56,11% dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 28,65%. 

Data tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan positif dalam efektivitas mediasi di pengadilan 

Indonesia. Tingkat keberhasilan meningkat dari 25,59% pada 2023 menjadi 28,65% pada 2024 dan kemudian 

meningkat cukup tajam menjadi 44,72% pada 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa mediasi semakin 

memperoleh posisi strategis sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak semata-mata bersifat 

prosedural, tetapi juga memiliki potensi nyata dalam mengurangi penyelesaian sengketa melalui proses litigasi 

yang panjang. 

Namun demikian, data tersebut juga menunjukkan bahwa efektivitas mediasi belum sepenuhnya merata 

pada seluruh lingkungan peradilan. Perbedaan tingkat keberhasilan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan 

Agama sangat mencolok. Pada 2025, misalnya, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri hanya 

mencapai 5,76%, sedangkan di Pengadilan Agama mencapai 59,78%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

faktor karakteristik perkara, para pihak, jenis sengketa, kesiapan mediator, serta budaya penyelesaian sengketa 

kemungkinan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan proses mediasi. 

Secara yuridis, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan landasan normatif yang penting bagi 

pelembagaan mediasi dalam sistem peradilan. Akan tetapi, efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan 

oleh keberadaan regulasinya, melainkan juga oleh implementasi, kapasitas mediator, kepatuhan para pihak, 

dukungan kelembagaan, serta karakteristik sengketa yang ditangani. Oleh karena itu, peningkatan angka 

keberhasilan mediasi pada periode 2023–2025 dapat dipandang sebagai indikator empiris bahwa kebijakan 

mediasi di pengadilan menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan 

efektivitas dan pemerataan pelaksanaannya. 

Dengan demikian, data empiris Mahkamah Agung tersebut memperkuat argumentasi bahwa mediasi 

memiliki relevansi yang signifikan dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya 

ringan. Peningkatan keberhasilan dari 25,59% pada 2023 menjadi 44,72% pada 2025 memberikan dasar empiris 

bahwa mediasi bukan sekadar mekanisme alternatif yang bersifat formal dalam hukum acara perdata, tetapi telah 

berkembang menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang semakin efektif dalam praktik peradilan Indonesia. 

PEMBAHASAN 
Hasil analisis konseptual menunjukkan bahwa mediasi memiliki dasar filosofis yang kuat, yang berakar 

pada konsep keadilan dan harmoni sosial. Mediasi mendekati prinsip keadilan korektif, sebagaimana 

dikemukakan Aristoteles, yang menekankan perbaikan keseimbangan antara pihak-pihak yang bersengketa. 

Dalam praktiknya, hal ini tercermin melalui upaya mediator untuk menemukan titik temu yang adil tanpa 

merugikan salah satu pihak secara signifikan. Konsep keadilan modern, semakin menegaskan pentingnya 

kesetaraan posisi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa, yang menjadi dasar netralitas mediator. 

Mediator diharapkan menyediakan platform yang setara bagi semua pihak, yang memungkinkan mereka 

mengartikulasikan kekhawatiran dan kepentingan mereka tanpa bias (Baimukhametova et al., 2024). 

Ketidakberpihakan ini memberdayakan kedua belah pihak untuk terlibat secara bermakna, mendorong dialog yang 

konstruktif dan penyelesaian masalah yang kolaboratif (Nussbaum & Reynolds, 2023). Mediator bertindak 

sebagai fasilitator independen dalam penyelesaian sengketa (Jayadi et al., 2024). Konsep netralitas dapat diperluas 

hingga mencakup pertimbangan etis (Gómez et al., 2023). 

Mediasi seringkali menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi di antara para peserta dan biaya yang 

lebih rendah dibandingkan dengan litigasi tradisional (Pablo, 2024). Dialog etis sebagai fondasi kesepakatan yang 
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sah secara moral. Hal ini membuktikan bahwa mediasi tidak sekadar prosedur mekanistis, melainkan juga proses 

yang memadukan nilai moral, etika, dan rasionalitas dalam mencapai kesepakatan. Dialog dan musyawarah 

sebagai fondasi dalam mencapai kesepakatan yang sah secara moral. Pengetahuan moral, pemahaman nilai-nilai 

diri sendiri, dan mempertimbangkan perspektif orang lain merupakan bagian integral dalam memfasilitasi diskusi 

yang mengarah pada tindakan moral (Purwati et al., 2024). Dialog yang efektif memelihara lingkungan di mana 

norma-norma moral memainkan peran mediasi (Özkan et al., 2024), untuk mencapai kesepakatan yang selaras 

dengan keyakinan moral mereka (Bai et al., 2024; Wang et al., 2023), dan prinsip itikad baik dalam perjanjian 

damai (Jasmaniar & Nurhaedah, 2024). 

Secara praktis, mediasi telah diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia, mendapat legitimasi 

melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan diperkuat oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016. Legalitas ini 

menjadikan mediasi sebagai jalur formal penyelesaian sengketa sebelum perkara masuk ke pengadilan. 

Penyelarasan mediasi dalam kerangka hukum menunjukkan komitmen untuk mendorong penyelesaian konflik 

secara damai (Solehudin & Aksinudin, 2024). Penerapan multi-sektoral dapat secara efektif menyelesaikan 

berbagai konflik (Kerti, 2023). Mediasi menyediakan platform yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi 

juga memulihkan hubungan dan memberikan rasa kepemilikan bagi para pihak yang bersengketa (Agustina et al., 

2024). Kerangka hukum Indonesia telah secara efektif menetapkan mediasi sebagai jalur utama dan formal untuk 

penyelesaian sengketa, yang didukung oleh undang-undang dan pedoman peraturan. Evolusi ini tidak hanya 

menyediakan pendekatan sistematis untuk penyelesaian konflik tetapi juga menumbuhkan budaya dialog dan 

rekonsiliasi, yang penting untuk menjaga keharmonisan sosial. Penerapan mediasi di berbagai bidang—mulai 

dari sengketa perdata, keluarga, hubungan industrial, hingga pertanahan—menunjukkan fleksibilitas dan 

relevansinya dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Dalam sengketa keluarga, mediasi tidak hanya 

menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga menjaga keberlangsungan hubungan emosional antar anggota 

keluarga. Di ranah bisnis, mediasi memungkinkan hubungan kerja sama jangka panjang tetap terjaga karena 

proses penyelesaiannya lebih cepat dan efisien dibanding litigasi. 

Namun, kendala masih menjadi tantangan nyata, seperti rendahnya literasi masyarakat tentang mediasi, 

kualitas mediator yang belum merata, serta resistensi sebagian advokat dan aparat pengadilan yang masih 

mengutamakan litigasi. Meski demikian, pengalaman praktis menunjukkan bahwa mediasi mampu menyelesaikan 

sengketa dengan cepat, murah, dan memuaskan para pihak, terutama jika pendekatan berbasis kearifan lokal 

diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga sesuai dengan 

nilai-nilai budaya musyawarah mufakat di Indonesia. 

Sintesis antara aspek konseptual dan praktis menegaskan bahwa mediasi memiliki keunggulan 

dibandingkan mekanisme litigasi formal. Mediasi tidak hanya menawarkan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga 

menekankan partisipasi aktif para pihak, dialog yang etis, dan pemulihan hubungan sosial. Dengan kata lain, 

mediasi mampu mencerminkan keadilan substantif sekaligus menjaga kohesi sosial, sehingga memiliki prospek 

pengembangan yang strategis dalam sistem hukum dan budaya penyelesaian sengketa di Indonesia. 

SIMPULAN 

Mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa memiliki dasar filosofis yang kuat dan prinsip-

prinsip dasar yang humanis, seperti kesukarelaan, kerahasiaan, netralitas mediator, dan konsensus. Analisis 

konseptual dan praktik menunjukkan bahwa mediasi mampu menyeimbangkan kepentingan para pihak, 

mendorong dialog yang etis, dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat sengketa. Di Indonesia, 

legitimasi mediasi melalui UU No. 30 Tahun 1999 dan Perma No. 1 Tahun 2016 membuktikan bahwa mekanisme 

ini dapat diterapkan di berbagai bidang, mulai dari sengketa keluarga, bisnis, hingga hubungan industrial, dengan 

potensi efisiensi waktu, biaya, dan hasil yang memuaskan para pihak. 
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Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain terbatas pada telaah literatur dan praktik umum 

mediasi di Indonesia, tanpa analisis kuantitatif terkait efektivitas mediasi dalam berbagai jenis sengketa. Oleh 

karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan antara lain: meningkatkan literasi masyarakat dan profesional 

mediator, memperkuat kapasitas dan sertifikasi mediator, serta mendorong adaptasi mediasi berbasis kearifan 

lokal. Implikasi praktisnya, mediasi dapat dijadikan strategi utama penyelesaian sengketa oleh pengadilan, 

organisasi, dan pelaku usaha, sekaligus menjadi alat untuk menegakkan keadilan substantif dan menjaga 

keharmonisan sosial di masyarakat. 
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